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TUKAR GULING SMKN 8 Lé

DPPKAD Tak Tahu

PALU, MERCUSUAR - Polemik penghapusan
aset untuk ditukar guling atas gedung SMK
Negeri 8 Palu belum jelas. Pasalnya surat
perintah penghapusan aset belum juga masuk
di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu.

Kepala Bidang Inventa-
risasi dan Penghapusan
Aset DPPKAD Palu, Wawan
Hermawan yang dikonfir-
masi Selasa (11/6/2013)
menjelaskan, setahu dia
baru dua kasus pengha-
pusan aset maupun tukar
guling yang ditindaklanjuti
DPPKAD tahun ini. Yakni
permintaan Rumah Sakit
Umum Anutapura menge-
nai penghapusan alat pe-
musnah sampah medik dan
permohonan tukar guling
sébuah puskesmas pem-
bantu di Palu.

“Seharusnya jika ada
penghapusan aset pastinya
telah sampai suratnya di
meja saya, dari dinas pen-
didikan yang menyurat ke
walikota. Baru setelah itu
kita layangkan ke DPRD
Kota (Dekot) Palu untuk

au
a Baru:

Sebab setiap tahun, ada pro-
ses pertanggungjawaban
penggunaan anggaran dari
komite sekolah dan sekolah
kepada orang tua siswa. Se-
perti yang ia lakukan ketika
menjadi komite sekolah di
SMA Negeri 4 Palu.

Andi sebenarnya punya
pendapat sendiri soal se-
kolah eks RSBI. Satu atau
dua sekolah bisa diujicoba
terlebih dahulu. Nanti hasil-
nya bisa dievaluasi, apakah
pungutan kepada orang tua
cukup membantu pening-
katan kualitas siswa dan
tidak membebani orang tua.
Prinsipnya, ia menyilakan

diproses. Namun ini tidak
ada suratnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten
Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kota
Palu, Arfan mengatakan
persoalan tukar guling alias
ruislag terhadap gedung
SMKN 8 Palu baru sekadar
permohonan Pemerintah
Kota (Pemkot) Palu atas
permintaan investoi’!_’T Sri-
harapan Mega Persada.
“Ini semua masih melalui
proses. Sebagai prosedur-
nya surat kita masukkan ke
DPRD. Namun jika anggota
dewan menolak, pastinya
ruislag tersebut kita tidak
lanjutkan. Untuk itu sece-
patnya tanah di atas ban-
gunan SMKN 8 akan kita
buatkan legalisasinya yang
merupakan eks HGB PT Si-
nar Putra Murni,” jelasnya.

Andi Patongai
jika sekolah ingin memban-
gun untuk peningkatan fa-
silitas sekolah. Pemerintah,
baik pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota wajib men-
dukung langkah sekolah itu.
Tapi, tidak boleh ada pungu-
tanyang memberatkan orang
tua siswa. par

Menurut Arfan, secara
de facto dan de jure, tanah
tersebut sudah milik Pem-
kot. Saatini PT Sriharapan
Mega Persada bersedia
mengganti tanah tersebut
dengan yang lebih baik
dan luas di eks STQ Jabal
Nur. Investor bahkan ber-
janji memberikan sejumlah
keperluan sekolah. Atas
pertimbangan itu, Pemkot
lantas mengajukan usul ke
Dekot Palu untuk mempro-
ses tukar guling SMKN 8
Palu. Pemkot memberikan
pertimbangan jika kawasan
sekolah yang berada di per-
bukitan Jalan Soekarno
Hatta itu tidak layak untuk
sekolah karena jauh dari
jalan raya. i

Perusahaan berada di
eks STQ Jabal Nur. Dimana
saat ini sementara dilaku-
kan pembangunan sebagai
persiapan tukar guling ter-
sebut. “Jika tidak tidak da-
pat diproses (oleh dewan),
maka dapat kita alihkan
peruntukannya untuk kan-
tor Kecamatan Mantikulore,
yang mana hingga saat ini
(kantor itu) masih mengon-
trak,” urai Arfan.

Kasubid Bantuan Hukum
dan HAM, Trisno menje-
laskan jika tanah tempat
berdirinya bangunan SMKN
8 Palu saat ini baru saja di-
menangkan Pemkot atas PT
Sinar Putra Murni.

“Tanah tersebut berstatus
sengketa meski telah dime-
nangkan Pemkot. Namun

| demikian tidak begitu saja

dapat digunakan bila belum
ada surat izin dari BPN (Ba-
dan Pertanahan Nasional)
pusat sebagai penguasa
tanah milik Negara,” tutur
Trisno.
Seharisebelumnyaanggota
Dekot Palu meninjau sekolah
ini setelah menerima surat
edaran walikota bernomor
642/1622 /adpuin. ass




